KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 621/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
SUMBERDADI KECAMATAN BAKUNG KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi
Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017,

yang Panitia Pemungutan Suara menetapkan Petugas

Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dengan Keputusan

Panitia Pemungutan Suara;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan
Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Desa Dayu
Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar untuk



' SALINAN |

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 621/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI /2020

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA

SUMBERDADI KECAMATAN BAKUNG KABUPATEN BLITAR

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

Menimbang

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5) Peratura
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi
Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017,
yang Panitia Pemungutan Suara menetapkan Petugas
Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dengan Keputusan

Panitia Pemungutan Suara;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemillhan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan
Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Desa Dayu

Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar untuk




Mengingat

-2-

penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar
Tahun 2020;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-
Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6547);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan
Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan
Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan
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Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun
2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
905) sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan,
Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota
dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi
Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan
Kedua atas Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6
Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi
Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/I1/2020 tentang Pedoman Teknis
Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih,
dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA
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Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
sebagaimana telah diubah dalam Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/
2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/I1/2020
tentang Pedoman Tekhis Pembentukan Panitia Kecamatan,
Panitia Pemungitan Suara, Petugas Pemutakhiran Data
Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR
TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUMBERDADI KECAMATAN
BAKUNG KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020.

Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di
Desa Sumberdadi Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga ketentraman,
ketertiban dan keamanan Tempat Pemungutan Suara dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 dengan

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang — undangan;

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas
Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;



KEEMPAT : Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu)
bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan
tanggal 23 Desember Tahun 2020.

KELIMA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai

laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUMBERDADI,

Ttd
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM (EKO PRASETYO)
KABUPATEN BLITAR
pala Sub Bagian Hukum,




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR: 621/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/X1/2020
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
SUMBERDADI KECAMATAN BAKUNG
KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN
2020

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA SUMBERDADI KECAMATAN BAKUNG
KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. TempatPemungutanSuara (TPS 1)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | PARNI Dsn. Krajan Rt 01 Rw 01
2. | PAINI Dsn. Krajan Rt 01 Rw 01
B. TempatPemungutanSuara (TPS 2)
No. NAMA L/P ALAMAT
1. | MARJUNI Dsn. Belik Bendo Rt 03 Rw 02
2. | DJITO Dsn. Belik Bendo Rt 02 Rw 02
C. TempatPemungutanSuara (TPS 3)
No. NAMA L/P ALAMAT
1. | SUPRIANTO Dsn. Kalirejo Rt 01 Rw 05
2. | ANANG SUPRIANTO Dsn. Kalirejo Rt 01 Rw 05

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 November 2020
A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUMBERDADI,

Ttd

(EKO PRASETYO)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

“Kepala-Sup Bagian Hukum,
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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 622 /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN / DESA TUMPAKKEPUH KECAMATAN BAKUNG KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

Menimbang

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

a.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi
Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai
mana telah beberapa kali diubah terakir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang
Panitia Pemungutan Suara menetapkan Petugas Ketertiban
Tempat Pemungutan Suara dengan Keputusan Panitia

Pemungutan Suara;




Mengingat

1.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan
Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
Kelurahan/Desa  Tumpakkepuh Kecamatan Bakung
Kabupaten Blitar untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan
Walikota  Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi
Undang-Undang Menjadi Undang-Undang  Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6547);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan
Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,




dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atauWalikota dan
Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015
tentang tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,
dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan  Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atauWalikota dan
Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1498);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 905) sebagaimana dirubah terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketigaatas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atauWali Kota dan Wakil Wali Kota
Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun




2020 Nomor615);

Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atauWali Kota
dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi
Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Keduaatas Peratruran Komisi Pemilihan
UmumNomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
66/PP.06.4 /Kpt/03/KPU/I1/2020 tentang Pedoman Teknis
Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih,
dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atauWali Kota dan Wakil Wali Kota

sebagaimana telah diubah dalam Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 476 /PP.04.2-
Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

66/PP.06.4/Kpt/03/KPU /1I/2020 tentang Pedoman
Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia
Pemungitan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih,
dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan




Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR
TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA TUMPAKKEPUH
KECAMATAN BAKUNG KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATIBLITAR TAHUN 2020.

Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di
Kelurahan/Desa Tumpakkepuh Kecamatan Bakung Kabupaten
Blitar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun
2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suarauntuk menjaga ketentraman,
ketertiban dan keamanan Tempat Pemungutan Suara dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang — undangan;
Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas
Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati
dan Wakil BupatiBlitarTahun 2020;

Masakerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu)
bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan
tanggal 23 Desember Tahun 2020.

Keputusan inimulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai

laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA TUMPAKKEPUH,

Ttd

( NATA DIAN NANDA )

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 622 /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab /XI/2020
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA
TUMPAKKEPUH KECAMATAN BAKUNG KABUPATEN
BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BLITAR KOTA TAHUN 2020

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DIKELURAHAN/DESA
TUMPAKKEPUH DI KECAMATAN BAKUNG
KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | PONIRIN L | Desa Tumpakkepuh RT 03/RW 01
2. | SERIN L Desa Tumpakkepuh RT 04/RW 01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No. NAMA L/P ALAMAT

1. | MARSIT L | Desa Tumpakkepuh RT 03 /RW 02

2. | TUKIMUN L | Desa Tumpakkepuh RT 01 /RW 04




. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | WAGIRAN 1, | Desa Tumpakkepuh RT 01/RW 04
2. | SUNARDI L | Desa Tumpakkepuh RT 02 /RW 03

. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | SOIMIN L | Desa Tumpakkepuh RT 01 /RW 04
2. | RAGIL L | Desa Tumpakkepuh RT 02/RW 04

. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No. NAMA L/P ALAMAT

1. | SUKIJAN L Desa Tumpakkepuh RT 01 /RW 04

2. | SUKAMDI L | Pesa Tumpakkepuh RT 02/RW 04




F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | ISMANTO . | Desa Tumpakkepuh RT 04 / RW 05
2. | MUSTAR. A | Desa Tumpakkepuh RT 01 / RW 05

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA TUMPAKKEPUH,

ttd

( NATA DIAN NANDA )

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

_-Kepala Sub Bagian Hukum,




'SALINAN |

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 622 /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPANPETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN / DESA TUMPAKKEPUH KECAMATAN BAKUNG KABUPATEN

BLITAR

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

Menimbang

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

a.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5)
Peratura Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai
mana telah beberapa kali diubah terakir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun
2017, yang Panitia Pemungutan Suara menetapkan
Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dengan
Keputusan Panitia Pemungutan Suara;

Bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang
Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan
Suara Kelurahan/Desa Tumpakkepuh Kecamatan
Bakung Kabupaten Blitar untuk penyelenggaraan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;




Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi
Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6547);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atauWalikota dan Wakil Walikota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818)
sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi

Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan
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Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,
Pembentukan Tata Kerja  Panitia  Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atauWalikota
dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1498);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)
sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketigaatas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atauWali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor615);

Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun
2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atauWali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak
Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keduaatas
Peratruran Komisi Pemilihan UmumNomor 6 Tahun
2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan
dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 981);



Menetapkan :

KESATU

KEDUA
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5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum  Nomor
66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/I1/2020 tentang Pedoman
Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran
Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atauWali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana
telah diubah dalam Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020
tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU
/11/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan
Panitia Kecamatan, Panitia Pemungitan Suara,
Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BLITAR TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
TUMPAKKEPUH KECAMATAN BAKUNG KABUPATEN
BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATIBLITAR TAHUN 2020.

Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
di Kelurahan/Desa Tumpakkepuh Kecamatan Bakung
Kabupaten Blitar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Blitar Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini;

Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suarauntuk menjaga
ketentraman, ketertiban dan keamanan Tempat Pemungutan
Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar
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Tahun 2020 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang — undangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas
Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk
Pemilihan Bupati dan Wakil BupatiBlitarTahun 2020;

KEEMPAT :  Masakerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1
(satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020
sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.

KELIMA :  Keputusan inimulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar

sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA TUMPAKKEPUH,

Ttd

( NATA DIAN NANDA )

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLITAR

Ja-Swk Bagian Hukum
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 622/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/X1/2020
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA
TUMPAKKEPUH KECAMATAN BAKUNG
KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR KOTA
TAHUN 2020

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

DIKELURAHAN/DESA TUMPAKKEPUH DI KECAMATAN BAKUNG
KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR

TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | PONIRIN L | Desa Tumpakkepuh RT 03/RW 01
2. | SERIN L Desa Tumpakkepuh RT 04/RW 01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | MARSIT . | Desa Tumpakkepuh RT 03 /RW 02
2. | TUKIMUN L |Desa Tumpakkepuh RT 01 /RW 04

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | WAGIRAN . | Desa Tumpakkepuh RT 01/RW 04
2. | SUNARDI 1. | Desa Tumpakkepuh RT 02 /RW 03
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D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | SOIMIN [ | Desa Tumpakkepuh RT 01 /RW 04
2. | RAGIL 1, | Desa Tumpakkepuh RT 02/RW 04

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | SUKIJAN . | Desa Tumpakkepuh RT 01/RW 04
2. | SUKAMDI 1, | Desa Tumpakkepuh RT 02/RW 04

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | ISMANTO . | Desa Tumpakkepuh RT 04 / RW 05
2. | MUSTAR. A L | Desa Tumpakkepuh RT 01 / RW 05

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA TUMPAKKEPUH,

ttd

( NATA DIAN NANDA )

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

éKep;atJaiSpb Bagian Hukum,

&




KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 623/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA

TUMPAKOYOT KECAMATAN BAKUNG KABUPATEN BLITAR

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

Menimbang

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi
Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017,
yang Panitia Pemungutan Suara menetapkan Petugas
Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dengan Keputusan

Panitia Pemungutan Suara;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan
Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Desa Dayu
Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar untuk



—

'SALINAN|

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 623/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA

TUMPAKOYOT KECAMATAN BAKUNG KABUPATEN BLITAR

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

Menimbang

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5) Peratura
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi
Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017,
yang Panitia Pemungutan Suara menetapkan Petugas
Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dengan Keputusan

Panitia Pemungutan Suara;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan
Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Desa Dayu

Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar untuk



Mengingat

1.
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penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar
Tahun 2020;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-
Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6547),

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan
Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan
Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan
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Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun
2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
905) sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan,
Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota
dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi
Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan
Kedua atas Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6
Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi
Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis
Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih,
dan Kelompok Pernyelenggara Pemiungitan Suara dalaii




Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA
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Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
sebagaimana telah diubah dalam Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/
2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020
tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan,
Panitia Pemungitan Suara, Petugas Pemutakhiran Data
Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR
TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TUMPAKOYOT KECAMATAN
BAKUNG KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020.

Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di
Desa Tumpakoyot Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga ketentraman,
ketertiban dan keamanan Tempat Pemungutan Suara dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 dengan

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang — undangan;

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas
Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
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KEEMPAT : Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu)
bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan
tanggal 23 Desember Tahun 2020.

KELIMA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai

laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TUMPAKOYOT,

Ttd
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM (ONKY PRIMA CHANDRA)
KABUPATEN BLITAR
Kepala ub Bagian Hukum,

Yo o




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR: 623/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/X1/2020
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
TUMPAKOYOT KECAMATAN BAKUNG
KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN
2020

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA TUMPAKOYOT KECAMATAN BAKUNG
KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. TempatPemungutanSuara (TPS 1)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | MISDI L | DSN. SUMBERSARI 002/001
2. GANDIK L DUSUN SUMBERSARI RT 005 RW 001
B. TempatPemungutanSuara (TPS 2)
No. NAMA L/P ALAMAT
1. | KEMIS L | DSN. SUMBERSARI 001/003
2. | KADI L | DSN. SUMBERSARI 002/003
C. TempatPemungutanSuara (TPS 3)
No. NAMA L/P ALAMAT
1. | ARDI KURNIAWAN - L. | DSN. SUMBERSARI 003/003
2. | KATIMIN L | DSN. SUMBERSARI 003/003
A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)
No. NAMA L/P ALAMAT
L. | BIBIT L | DSN. TULUNGSARI 001/004
2. | SUTARJUWIT L | DSN. TULUNGSARI 003/004

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 November 2020
A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TUMPAKOYOT,

Ttd

( ONKY PRIMA CHANDRA )

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
_- KABUPATEN BLITAR
’ ;:\3 kepalg-Sub Bagian Hukum,

MNP |




KOMISIPEMILIHANUMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSANKOMISIPEMILIHANUMUM

KABUPATEN BLITAR

NOMOR: 620/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN / DESA SIDOMULYO KECAMATAN BAKUNG KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

Menimbang

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

a.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan
Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil
Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13
Tahun 2017, yang Panitia Pemungutan Suara menetapkan
Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dengan

Keputusan Panitia Pemungutan Suara;



Mengingat

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan
Petugas Ketertiban Tempat  Pemungutan Suara
Kelurahan/Desa*) SIDOMULYO Kecamatan BAKUNG
Kabupaten Blitar untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi
Undang-Undang Menjadi Undang-Undang  Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6547);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan
Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam



Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2015 tentang tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemillhan Umum Provinsi/Komisi
Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 905) sebagaimana dirubah terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketigaatas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 615);



Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota
dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi
Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Kedua atas Peratruran Komisi Pemilihan
Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
66 /PP.06.4 /Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis
Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih,
dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
sebagaimana telah diubah dalam Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 476 /PP.04.2-
Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

66/PP.06.4 /Kpt/03/KPU/11/2020 tentang Pedoman Teknis
Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungitan
Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR
TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA*) SIDOMULYO
KECAMATAN BAKUNG KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020.

Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di
Kelurahan/Desa*) SIDOMULYO Kecamatan BAKUNG Kabupaten
Blitar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun
2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga ketentraman,
ketertiban dan keamanan Tempat Pemungutan Suara dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang — undangan;
Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas
Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu)
bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan
tanggal 23 Desember Tahun 2020.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.




SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai

laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*)SIDOMULYO,

ttd

(WIBOWO DWI RAHAYU)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

e 1

Py
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Y




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR:620/PP.04.2-Kpt /3505 /KPU-Kab /X1 /2020
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA?*)
SIDOMULYO KECAMATAN BAKUNG KABUPATEN
BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BLITAR KOTA TAHUN 2020

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DIKELURAHAN /DESA*)
SIDOMULYO DI KECAMATAN BAKUNG
KABUPATEN BLITARUNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO NAMA L/P ~ALAMAT
1.l KAMTO L |Dsn Sidomulyo RT 02 RW 01
2.| KATIMO L |Dsn Sidomulyo RT 02 RW 01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO NAMA L/P ALAMAT
1.| MULYONO L | Dsn Sidomulyo RT 02 RW 01
2.| NANANG FAHRUDIN L | Dsn Sidomulyo RT 02 RW 01

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO NAMA L/P ALAMAT

1.| WANDI L |Dsn Kalibawang RT 01 RW 05
2.| SUKIMAN L | Dsn Kalibawang RT 02 RW 07




D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO NAMA L/P ALAMAT
1.| BEDJAN L |Dsn Kalimeneng RT 02 RW 08
2.| PAIRIN L | Dsn Kalimeneng RT 01 RW 08

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

NO NAMA L/P ALAMAT
1.| MARSUM L | Dsn Kalimeneng RT 02 RW 09
2.| MESKAMTO L | Dsn Kalimeneng RT 02 RW 09

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

NO NAMA L/P ALAMAT
L.| LEGIMIN L | Dsn Kalibawang RT 04 RW 06
2.| KATIRIN L | Dsn Kalibawang RT 04 RW 06

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN BLITAR
pald Sn ‘Bagian Hukum,

v Dian Indriani

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*)SIDOMULYO,

ttd

(WIBOWO DWI RAHAYU)




' SALINAN

KOMISIPEMILIHANUMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSANKOMISIPEMILIHANUMUM

KABUPATEN BLITAR

NOMOR: 620/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN / DESA SIDOMULYO KECAMATAN BAKUNG KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

Menimbang

a.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5)
Peratura Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13
Tahun 2017, yang Panitia Pemungutan Suara
menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan
Suara dengan Keputusan Panitia Pemungutan Suara;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar
tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat
Pemungutan Suara Kelurahan/Desa*) SIDOMULYO
Kecamatan BAKUNG Kabupaten Blitar untuk



Mengingat

i

-2-

penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Blitar Tahun 2020;

Undang-Undang Nomeor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi
Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6547);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818)
sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2015 tentang tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan



.-

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi
Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan
Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,
Pembentukan Tata  Kerja  Panitia  Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498};

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)
sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketigaatas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun
2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan
dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun
2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran
Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam



Menetapkan

KESATU

KEDUA

-4

Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum  Nomor
66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/I1/2020 tentang Pedoman
Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran
Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah
diubah dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang
Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020
tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia
Kecamatan, Panitia Pemungitan Suara, Petugas
Pemutakhiran Data  Pemilih, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BLITAR TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA¥)
SIDOMULYOKECAMATAN BAKUNGKABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020.

Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
di Kelurahan/Desa*) SIDOMULYO Kecamatan BAKUNG
Kabupaten Blitar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Blitar Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini;

Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu



-G

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga
ketentraman, ketertiban dan keamanan Tempat Pemungutan
Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar
Tahun 2020 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang — undangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas
Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

KEEMPAT :  Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1
(satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020
sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.

KELIMA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar

sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*)SIDOMULYO,

ttd

(WIBOWO DWI RAHAYU)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

Kepal b Bagian Hukum,

Dian Indriani



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR:620/PP.04.2-Kpt/ 3505/ KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA¥)
SIDOMULYO KECAMATAN BAKUNG
KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR KOTA
TAHUN 2020

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DIKELURAHAN/DESA*) SIDOMULYO DI KECAMATAN BAKUNG
KABUPATEN BLITARUNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR

TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO

NAMA

L/P ALAMAT

1.| KAMTO

L | Dsn Sidomulyo RT 02 RW 01

| KATIMO

L | Dsn Sidomulyo RT 02 RW 01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO NAMA L/P ALAMAT
1.| MULYONO L | Dsn Sidomulyo RT 02 RW 01
2.| NANANG FAHRUDIN L |Dsn Sidomulyo RT 02 RW 01

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO NAMA L/P ALAMAT
1.| WANDI L |Dsn Kalibawang RT 01 RW 05
2.| SUKIMAN L |Dsn Kalibawang RT 02 RW 07

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO NAMA L/P ALAMAT
1.| BEDJAN L |Dsn Kalimeneng RT 02 RW 08
2.| PAIRIN L |Dsn Kalimeneng RT 01 RW 08




E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

NO NAMA L/P ALAMAT
1.| MARSUM L | Dsn Kalimeneng RT 02 RW 09
2.| MESKAMTO L | Dsn Kalimeneng RT 02 RW 09

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

NO NAMA L/P ALAMAT
L.| LEGIMIN L | Dsn Kalibawang RT 04 RW 06
2.| KATIRIN L | Dsn Kalibawang RT 04 RW 06

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*)SIDOMULYO,

ttd
(WIBOWO DWI RAHAYU)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
UPATEN BLITAR

ey Wby
AT S

/~Kepata-Sub Bagian Hukum,




KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 614 /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
BULULAWANG KECAMATAN BAKUNG KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi
Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017,
yang Panitia Pemungutan Suara menetapkan Petugas
Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dengan Keputusan
Panitia Pemungutan Suara;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan
Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Desa Dayu
Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar untuk
penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar




'SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 614 /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
BULULAWANG KECAMATAN BAKUNG KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5) Peratura
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi
Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017,
yang Panitia Pemungutan Suara menetapkan Petugas
Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dengan Keputusan
Panitia Pemungutan Suara;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan
Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Desa Dayu
Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar untuk
penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar




Mengingat

1.

Tahun 2020;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-
Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6547);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan
Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Komisi Pemillhan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan
Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan -
Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan




o

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun
2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
905) sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan,
Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota
dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi
Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan
Kedua atas Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6
Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi
Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/I1I/2020 tentang Pedoman Teknis
Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih,

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam




Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

-4-

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
sebagaimana telah diubah dalam Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/
2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020
tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan,
Panitia Pemungitan Suara, Petugas Pemutakhiran Data
Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR
TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BULULAWANG KECAMATAN
BAKUNG KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020.

Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di
Desa Bululawang Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga ketentraman,
ketertiban dan keamanan Tempat Pemungutan Suara dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang — undangan;
Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas
Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Blitar Tahun 2020,




=6

KEEMPAT : Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu)
bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan
tanggal 23 Desember Tahun 2020.

KELIMA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai

laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BULULAWANG,

Ttd
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM (ANDIKA TRI PITONO)
KABUPATEN BLITAR
/“Kepala 80K Bagian Hukum,

““{Bian Indriani)




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR: 614/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
BULULAWANG KECAMATAN BAKUNG
KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN
2020

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA BULULAWANG KECAMATAN BAKUNG
KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. TempatPemungutanSuara (TPS 1)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | Harto L | Dsn. Kedunggajul RT 1 RW 1
2. | Surateman L | Dsn. Kedunggajul RT 3 RW 2
B. TempatPemungutanSuara (TPS 2)
No. NAMA L/P ALAMAT
1. | Debi LiaWahyunda F. L | Dsn. Kedungbiru RT 1 RW 3
2. | Ike Nurdiana L | Dsn. Kedungbiru RT 3 RW 3
C. TempatPemungutanSuara (TPS 3)
No. NAMA L/P ALAMAT
1. | Sukarno L | Dsn. Kedungbiru RT 1 RW 4
2. | Kristiana L | Dsn. Kedungbiru RT 2 RW 3

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 November 2020
A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA BULULAWANG,

Ttd

(ANDIKA TRIPITONO)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
_KABYUPATEN BLITAR
/- Kepata-Sub Bagian Hukum,




KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 617/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA

NGREJO KECAMATAN BAKUNG KABUPATEN BLITAR

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

Menimbang

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi
Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017,
yang Panitia Pemungutan Suara menetapkan Petugas
Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dengan Keputusan

Panitia Pemungutan Suara;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan



'SALINAN |

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 617/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
NGREJO KECAMATAN BAKUNG KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5) Peratura
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi
Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten /Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017,
yang Panitia Pemungutan Suara menetapkan Petugas
Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dengan Keputusan

Panitia Pemungutan Suara;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan




Mengingat

_2_

Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Desa Dayu
Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar untuk
penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar
Tahun 2020;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomeor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-
Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6547);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan
Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang
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tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan
Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun
2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
905) sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan,
Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota
dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi
Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan
Kedua atas Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6
Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi
Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);




Menetapkan

KESATU

KEDUA

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/11/2020 tentang Pedoman Teknis
Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih,
dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
sebagaimana telah diubah dalam Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/
2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/I1/2020
tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan,
Panitia Pemungitan Suara, Petugas Pemutakhiran Data
Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMIS!I PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR
TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA NGREJO KECAMATAN BAKUNG
KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BLITAR TAHUN 2020.

Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di
Desa Ngrejo Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu Kelompok
Penriyeleriggara Pemungutan Suara untuk menjaga ketentramar,
ketertiban dan keamanan Tempat Pemungutan Suara dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 dengan

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan;



KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas
Ketertibpan Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu)
bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan
tanggal 23 Desember Tahun 2020.

KELIMA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai

laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA NGREJO,

Ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM (NANANG YUSWANTO)




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR: 617/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA NGREJO
KECAMATAN BAKUNG KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BLITAR TAHUN 2020

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA NGREJO KECAMATAN BAKUNG
KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR

A. TempatPemungutanSuara (TPS 1)

TAHUN 2020

No.

NAMA

ALAMAT

1.

LADI EFFENDI

L | DUSUN KRAJAN RT 02 RW 01

2,

DAYAT

L | DUSUN KRAJAN RT 03 RW 01

B. TempatPemungutanSuara (TPS 2)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | KUWAT L | DUSUN KRAJAN RT 03 RW 01
2. | SUKARNI L | DUSUN KRAJAN RT 04 RW 01
C. TempatPemungutanSuara (TPS 3)
No. NAMA L/P ALAMAT
1. | SUCIPTO L | DUSUN PRODO RT 02 RW 03
2. | KATILAN L | DUSUN PRODO RT 02 RW 03
D. TempatPemungutanSuara (TPS 4)
No. NAMA L/P ' ALAMAT
1. | KUWAT L | DUSUN KRISIK RT 02 RW 04
EKO ISWAHYUDI L | DUSUN KRISIK RT 02 RW 04

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
~“KABUPATEN BLITAR

/=" Kepal

iy -

(Dian Ihdriani)

b Bagian Hukum,

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 November 2020
A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA NGREJO,

Ttd

(NANANG YUSWANTO)



KOMISIPEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLITAR

NOMOR: 615/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN/DESA KEDUNG BANTENG KECAMATAN BAKUNG KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

Menimbang : a.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan
Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil
Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13
Tahun 2017, yang Panitia Pemungutan Suara menetapkan
Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dengan

Keputusan Panitia Pemungutan Suara;




Mengingat

1.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan
Petugas Ketertiban  Tempat Pemungutan Suara
Kelurahan/Desa*)Kedungbanteng Kecamatan  bakung
Kabupaten Blitar untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi
Undang-Undang Menjadi Undang-Undang  Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6547);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan
Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,




dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan  Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2015 tentang tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi
Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 905) sebagaimana dirubah terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketigaatas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun



2020 Nomor 615);

Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota
dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi
Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Kedua atas Peratruran Komisi Pemilihan
Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
66 /PP.06.4 /Kpt/03/KPU/I11/2020 tentang Pedoman Teknis
Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih,
dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
sebagaimana telah diubah dalam Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 476 /PP.04.2-
Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

66/PP.06.4 /Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis
Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungitan
Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR
TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA?)
KEDUNGBANTENGKECAMATAN BAKUNGKABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN
2020.

Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di
Kelurahan/Desa*) Kedungbanteng Kecamatan Bakung
Kabupaten Blitar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Blitar Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini;

Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga ketentraman,
ketertiban dan keamanan Tempat Pemungutan Suara dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang — undangan;
Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas
Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu)
bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan




tanggal 23 Desember Tahun 2020.
KELIMA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai

laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN/DESA*)KEDUNGBANTENG

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya Ll el

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepg;g Sub Bagian Hukum




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR:615/PP.04.2-Kpt/3505 /KPU-Kab /X1 /2020
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA?*)
KEDUNGBANTENG KECAMATAN BAKUNG
KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BLITAR KOTA TAHUN 2020

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DIKELURAHAN /DESA¥)
KEDUNGBANTENG DI KECAMATAN BAKUNG
KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR

TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No. NAMA L/P ALAMAT

- RT 4/RW1 DESA
UKIR L KEDUNGBANTENG

5 RT 3/RW 2 DESA
SURAJI L KEDUNGBANTENG

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No. NAMA L/P ALAMAT
S RT 4/ RW 2 DESA
SLAMET L KEDUNGBANTENG
1 RT 1 /RW 1 DESA
NYOTO L KEDUNGBANTENG

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.

NAMA L/P ALAMAT

1,

MESPAN

RT 2/RW 3 DESA
KEDUNGBANTENG




2 |Juwanto L | KepUNGBANTENG
D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)
No. NAMA L/P ALAMAT
'+ |suvoro L | KeDUNGBANTENG
2 |BERO L | KeDUNGBANTENG
E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)
No. NAMA L/P ALAMAT
S L | KepUNGBANTENG
2 |yaren L | keDUNGBANTENG
F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)
No. NAMA L/P ALAMAT
' | suuanto L | KEDUNGBANTENG
2 suoaro WEii

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN/DESA*)KEDUNGBANTENG

ttd

(RUDI HARTONO)



' SALINAN|

KOMISIPEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMIS! PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLITAR

NOMOR: 615/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN/DESA KEDUNG BANTENG KECAMATAN BAKUNG KABUPATEN

BLITAR

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

Menimbang

a.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5)
Peratura Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13
Tahun 2017, yang Panitia Pemungutan Suara
menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan
Suara dengan Keputusan Panitia Pemungutan Suara;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar
tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat
Pemungutan Suara Kelurahan/Desa*)Kedungbanteng

Kecamatan bakung Kabupaten Blitar untuk



Mengingat

-

penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Blitar Tahun 2020;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun .2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi
Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6547);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818)
sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2015 tentang tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan



-3-

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi
Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan
Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,
Pembentukan Tata  Kerja  Panitia  Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)
sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketigaatas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun
2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan
dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun
2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran
Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam



Menetapkan

KESATU

KEDUA

il =

Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 981);

S. Keputusan Komisi Pemilihan Umum  Nomor
66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/I1/2020 tentang Pedoman
Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran
Data  Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah
diubah dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X /2020 tentang
Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum  Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020
tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia
Kecamatan, Panitia Pemungitan Suara, Petugas
Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BLITAR TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA¥)
KEDUNGBANTENGKECAMATAN BAKUNGKABUPATEN
BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BLITAR TAHUN 2020.

Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
di Kelurahan/Desa*) Kedungbanteng Kecamatan Bakung
Kabupaten Blitar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Blitar Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini;

Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana



-5-

dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga
ketentraman, ketertiban dan keamanan Tempat Pemungutan
Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar
Tahun 2020 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang — undangan;

KETIGA :  Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas
Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

KEEMPAT :  Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1
(satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020
sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.

KELIMA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar

sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN/DESA*)KEDUNGBANTENG

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya (RUDI HARTONO)

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum

(Dian indriani)



= SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR:615/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/ 2020
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA?¥)
KEDUNGBANTENG KECAMATAN BAKUNG
KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR KOTA
TAHUN 2020

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DIKELURAHAN/DESA*) KEDUNGBANTENG DI KECAMATAN BAKUNG
KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No. NAMA L/P ALAMAT
b kR L | EehvNGRANTG
2 suma e
B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)
No. NAMA L/P ALAMAT
L saer Wk
% [woro o)
C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)
No. NAMA L/P ALAMAT
L wssean | S
% aowanto b [ pey




Kepala
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D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No. NAMA L/P ALAMAT

L svvono W=

> ero L |Erapwaress
E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No. NAMA L/P ALAMAT

L [oameno L

% vaen B
F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No. NAMA L/P ALAMAT

" | suuawto L | KEDUNGBANTENG

% supro ; |Eaewenes

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

Bagian Hukum

"\ (Dian indriani)

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLITAR

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*)KEDUNGBANTENG

ttd

(RUDI HARTONO)



SALINAN |

SR

KOMISIPEMILIHANUMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSANKOMISIPEMILIHANUMUM

KABUPATEN BLITAR

NOMOR: 619/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN / DESA PULEREJO KECAMATAN BAKUNG KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

Menimbang

a.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5)
Peratura Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13
Tahun 2017, yang Panitia Pemungutan Suara
menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan
Suara dengan Keputusan Panitia Pemungutan Suara;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar
tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat
Pemungutan  Suara  Kelurahan/Desa*) Pulerejo

Kecamatan Bakung Kabupaten  Blitar untuk



Mengingat

1.

-2-

penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Blitar Tahun 2020;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi
Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6547);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818)
sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
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Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi
Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan
Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,
Pembentukan Tata Kerja  Panitia  Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)
sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketigaatas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun
2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan
dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun
2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran
Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam



Menetapkan

KESATU

KEDUA

-4-

Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 981);

S. Keputusan Komisi Pemillhan Umum  Nomor
66 /PP.06.4/Kpt/03/KPU/I1/2020 tentang Pedoman
Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran
Data  Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah
diubah dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang
Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/I1/2020
tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia
Kecamatan, Panitia Pemungitan Suara, Petugas
Pemutakhiran Data  Pemilih, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BLITAR TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA%)
PULEREJOKECAMATAN BAKUNGKABUPATEN  BLITAR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020.

Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
di Kelurahan/Desa*) Pulerejo Kecamatan Bakung
Kabupaten Blitar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Blitar Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini;

Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu
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Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga
ketentraman, ketertiban dan keamanan Tempat Pemungutan
Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar
Tahun 2020 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang — undangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas
Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

KEEMPAT :  Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1
(satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020
sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.

KELIMA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar

sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 November 2020

AN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*) PULEREJO

ttd

(ERWIN YULI ASTANTI)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
: ‘Kepal Bagian Hukum,

" Dian-Indriani



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR: 619/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA¥)
PULEREJO KECAMATAN BAKUNG KABUPATEN
BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BLITAR KOTA TAHUN 2020

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DIKELURAHAN/DESA*) PULEREJO DI KECAMATAN BAKUNG
KABUPATEN BLITARUNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | KATIMEN L | Dsn. Miribanteng Rt 02 Rw 01
SUHARI L | Dsn. Miribanteng Rt 03 Rw 01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | KATENO L | Dsn. Miribanteng Rt 03 Rw 02
MURYANI L | Dsn. Miribanteng Rt 01 Rw 02

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | PARNIDIANTO L | Dsn. Gledug Rt 04 Rw 03
EKO SUSANTO L | Dsn. Gledug Rt 01 Rw 03

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No. NAMA L/P ALAMAT

1. | NURYANTO L | Dsn. Gledug Rt 02 Rw 04

2. | MOCHAMMAD WACHED R. | L |Dsn. Gledug Rt 02 Rw 04
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E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | SAKRI L | Dsn Kalipucung Rt 01 Rw 05
WISONO L | Dsn. Kalipucung Rt 03 Rw 05

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | SUKAMTO L | Dsn. Kalipucung Rt 04 Rw 06
MESELAN L | Dsn. Kalipucung Rt 03 Rw 06

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*) PULEREJO

Ttd

(ERWIN YULI ASTANTI)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
JPATEN BLITAR

I0AE o
L) B¥Y 0 A1 o




KOMISIPEMILIHANUMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSANKOMISIPEMILIHANUMUM

KABUPATEN BLITAR

NOMOR: 619/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/X1/2020

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN / DESA PULEREJO KECAMATAN BAKUNG KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

Menimbang

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

a.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan
Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil
Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13
Tahun 2017, yang Panitia Pemungutan Suara menetapkan
Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dengan

Keputusan Panitia Pemungutan Suara;



Mengingat

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan
Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
Kelurahan/Desa*) Pulerejo Kecamatan Bakung Kabupaten
Blitar untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Blitar Tahun 2020;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi
Undang-Undang Menjadi Undang-Undang  Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6547);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan
Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,



dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2015 tentang tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi
Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 905) sebagaimana dirubah terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketigaatas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun




2020 Nomor 615);

Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota
dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi
Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Kedua atas Peratruran Komisi Pemilihan
Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis
Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih,
dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
sebagaimana telah diubah dalam Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 476 /PP.04.2-
Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis
Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungitan
Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR
TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA?¥)
PULEREJOKECAMATAN BAKUNGKABUPATEN BLITAR UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020.

Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di
Kelurahan/Desa*) Pulerejo Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga ketentraman,
ketertiban dan keamanan Tempat Pemungutan Suara dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang — undangan;
Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas
Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu)
bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan
tanggal 23 Desember Tahun 2020.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.




SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai

laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*) PULEREJO

ttd

(ERWIN YULI ASTANTI)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

er ‘Bagian Hukum,

\ Dian Indriani




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR: 619/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/X1/2020
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA%*)
PULEREJO KECAMATAN BAKUNG KABUPATEN
BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BLITAR KOTA TAHUN 2020

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DIKELURAHAN/DESA*)

PULEREJO DI KECAMATAN BAKUNG

KABUPATEN BLITARUNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR

TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | KATIMEN L | Dsn. Miribanteng Rt 02 Rw 01
SUHARI L | Dsn. Miribanteng Rt 03 Rw 01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | KATENO L | Dsn. Miribanteng Rt 03 Rw 02
2. | MURYANI L | Dsn. Miribanteng Rt 01 Rw 02
C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)
No. NAMA L/P ALAMAT
1. | PARNIDIANTO L | Dsn. Gledug Rt 04 Rw 03
EKO SUSANTO L | Dsn. Gledug Rt 01 Rw 03
D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)
No. NAMA L/P ALAMAT

1.

NURYANTO L | Dsn. Gledug Rt 02 Rw 04




[ 2. [ MOCHAMMAD WACHED R. | L | Dsn. Gledug Rt 02 Rw 04

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | SAKRI L | Dsn Kalipucung Rt 01 Rw 05
WISONO L | Dsn. Kalipucung Rt 03 Rw 05

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | SUKAMTO L | Dsn. Kalipucung Rt 04 Rw 06
MESELAN L | Dsn. Kalipucung Rt 03 Rw 06

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*) PULEREJO

Ttd

(ERWIN YULI ASTANTI)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

Kepal b Bagian Hukum,

Dian Indriani




KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLITAR

NOMOR: 616/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN / DESA LOREJO KECAMATAN BAKUNG KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

Menimbang

a.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13
Tahun 2017, yang Panitia Pemungutan Suara
menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan
Suara dengan Keputusan Panitia Pemungutan Suara;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar
tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat
Pemungutan Suara Kelurahan/Desa*) Lorejo
Kecamatan  bakug Kabupaten  Blitar untuk
penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati




' SALINAN |

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR :

KABUPATEN BLITAR

616/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN / DESA LOREJO KECAMATAN BAKUNG KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

Menimbang

a.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5)
Peratura Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13
Tahun 2017, yang Panitia Pemungutan Suara
menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan
Suara dengan Keputusan Panitia Pemungutan Suara;

Bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar
tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat
Pemungutan Suara Kelurahan/Desa*) Lorejo
Kecamatan bakug Kabupaten Blitar untuk

penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
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Blitar Tahun 2020;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi
Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6547);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818)
sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi
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Independen Pemiiihan Aceh, dan Komisi Pemilihan
Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,
Pembentukan Tata  Kerja  Panitia  Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)
sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor &
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun
2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan
dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun
2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran
Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Guberiiur, Bupati daii Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam

Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019
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(Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemillhan Umum  Nomor
66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/I1/2020 tentang Pedoman
Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran
Data  Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah
diubah dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang
Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/I1/2020
tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia
Kecamatan, Panitia Pemungitan Suara, Petugas
Pemutakhiran Data  Pemilih, dan  Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BLITAR TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESAY¥)
LOREJO KECAMATAN BAKUNG KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020.

Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
di Kelurahan/Desa*) Lorejo Kecamatan Bakung Kabupaten
Blitar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar
Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini;

Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga



-5-

ketentraman, ketertiban dan keamanan Tempat Pemungutan
Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar
Tahun 2020 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang — undangan;

KETIGA :  Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas
Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

KEEMPAT :  Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1
(satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020
sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.

KELIMA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar

sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*) LOREJO

ttd

(MUHAMMAD KHAIRUN)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

\¢iDian indfiani)




-

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR: 616/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA¥)
LOREJO KECAMATAN BAKUNG KABUPATEN
BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BLITAR KOTA TAHUN 2020

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN/DESA*) LOREJO DI KECAMATAN BAKUNG
KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. HERI WIDODO L KRAJAN 03/01
SLAMET L KRAJAN 04/01
B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)
No. NAMA L/P ALAMAT
1: ISMADI L KRAJAN 01/02
SUPADI L KRAJAN 02/02
C. Tempat Pemungntan Suara (TPS 3)
No. NAMA L/P ALAMAT
1. SUNAWAN L NGEBRUG 03/03
AGUS SETYOBUDI L NGEBRUG 03/03
D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)
No. NAMA L/P ALAMAT
1. MARYONAN L KEDUNGANTI 02 /04
SURADI L KEDUNGANTI 02/04
E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)
No. NAMA L/P ALAMAT
1. SUGIONO L KEDUNGANTI 01/05
2. SUROTO L KEDUNGANTI 03/05




=

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. DONNY ANGGRIAWAN L | KEDUNGANTI 02/06
2. SUGIONO L KEDUNGANTI 01/06

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLITAR
Bagian Hukum

Kepal

(Dian indriani)

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*) LOREJO

ttd

(MUHAMMAD KHAIRUN)



